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ABSTRAK

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana
nonalam nasional di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional membawa dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Salah satu dampak yang paling signifikan terdapat di bidang kesehatan berupa timbulnya
korban jiwa. Dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19, pemerintah
menetapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19
di Indonesia. Selain menetapkan protokol kesehatan, pemerintah melalui Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020) juga melibatkan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan
protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan di masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
deskriptif analitis terkait dengan pelibatan TNI dan Polri dalam penegakan protokol
kesehatan di masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah
kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai

bahan utama.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tidak dapat dijadikan dasar hukum pelibatan TNI dan Polri dalam penegakan
protokol kesehatan. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan ialah peraturan presiden
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelibatan TNI dan
Polri untuk penegakan protokol kesehatan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dimiliki oleh TNI dan Polri, yaitu melindungi segenap jiwa raga tumpah darah
seluruh bangsa Indonesia serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman

bagi masyarakat.

Kata Kunci: TNI, Polri, Penegakan Protokol Kesehatan
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BAB |

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) merupakan
penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang dilaporkan pertama
kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.! Sebagaimana dilansir
dari situs Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini berupa gangguan pernapasan
akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia yang dapat
disertai pula dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita berat, penyakit
ini dapat menimbulkan penyakit lain seperti pneumonia, sindroma pernapasan
akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penularan penyakit ini dapat dilakukan dari
manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat
bersin dan batuk). Saat ini, COVID-19 telah menjadi pandemi yang berarti telah
terjadi penambahan kasus yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar

negara.’

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional telah
membawa dampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak
yang paling signifikan ialah terdapat pada sektor kesehatan. Berbagai kebijakan
telah diambil dan dilaksanakan pemerintah demi menekan angka penyebaran
COVID-19, salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Adapun PSBB dilakukan dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk
seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam suatu wilayah
yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

http://www.padk.kemkes.qgo.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html  diakses

pada 11 Desember 2020 Pukul 11:02 WIB.

3 Undang-Undang R.I., No. 6 Tahun 2018, Kekarantinaan Kesehatan, L.N.R.l. Tahun 2018 No. 128, Pasal
1 angka 11 jo. Pasal 59 ayat (3).
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Memasuki tahun 2021, pemerintah mengganti kebijakan PSBB dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pertama kali
ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian dilanjutkan dengan PPKM
Mikro di tingkat desa dan kelurahan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019. Dalam PPKM, masyarakat dapat beraktivitas secara terbatas
dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020
tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Substansi dari keputusan tersebut pada intinya menetapkan acuan
protokol kesehatan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola,
pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta
komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha,
pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan
pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah

terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.

Walaupun sudah ditetapkan keputusan menteri kesehatan yang memuat
protokol kesehatan untuk menghadapi PPKM, penyebaran COVID-19 di
Indonesia belum menujukkan perubahan yang dapat dikatakan aman bagi
masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula. Pada 2 Juli 2021, Indonesia
mencatatkan rekor kasus harian sebesar 25.830 kasus positif COVID-19 yang
rata-rata berasal dari pulau Jawa dan Bali.* Hal ini mengundang konsekuensi dari
pemerintah untuk mengetatkan PPKM melalui PPKM Darurat Jawa-Bali yang
ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease

4 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702133227-20-662258/rekor-ganda-positif-covid-25830-
kematian-tambah-539 diakses pada 3 Juli 2021, Pukul 12:09 WIB.
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2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Jauh sebelum kondisi tersebut, pemerintah yang
dalam hal ini ialah Presiden Negara Republik Indonesia telah menjadikan protokol
kesehatan sebagai hukum dengan menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota
sebagai kepala daerah untuk salah satunya menyusun dan menetapkan peraturan
daerah sesuai wilayahnya masing-masing dengan memuat ketentuan sanksi bagi
para pelanggar protokol kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam diktum
kedua angka 6 huruf b butir kelima Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020).

Hal lain yang dapat dilihat dari Instruksi Presiden tersebut ialah
dilibatkannya Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai pimpinan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk

peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan ketentuan

“Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk :

a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan
mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi
lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli
penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan

c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalarn upaya
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk :

a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan
mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di
masyarakat;

b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara
terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan
protokol kesehatan di masyarakat;

c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID19); dan

d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran
protokol kesehatan.”



Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2020 telah memberikan kewenangan bagi TNI dan Polri untuk turut serta
dalam penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol
kesehatan dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. Padahal,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia diatur bahwa pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan atas kebijakan
politik negara antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pula,
berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang merupakan konstitusi negara, kedudukan TNI dan Polri merupakan alat
negara yang berfungsi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa tugas TNI antara lain mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sementara Polri merupakan alat
negara yang menjaga keamanan dan Kketertiban masyarakat dengan tugas
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam
penegakan protokol kesehatan dinilai tidak tepat untuk menekan angka
penyebaran COVID-19. Berbagai reaksi timbul di masyarakat sebagai respon dari
dilibatkannya TNI dan Polri dalam penegakan protokol kesehatan. Seperti yang
disampaikan oleh Arif Maulana selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dan Polri merupakan suatu bentuk
pendekatan represif dengan mengunakan alat pertahanan dan alat keamanan
negara yang sangat tidak efektif untuk mencegah potensi penularan COVID-19
yang implementasinya hanya bersifat penindakan dan Kasuistik semata.®
Sementara itu, lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka
Lena yang menyatakan bahwa pelibatan TNI dan Polri diperlukan sebagai bentuk
pendisiplinan agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan sehingga
mencegah penularan COVID-19.°

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tugas pokok dan fungsi
TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia dikaitkan dengan
pelibatan kedua institusi tersebut dalam tugas penegakan protokol kesehatan

5

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3114590a883/menyoal-pelibatan-tni-polri-dalam-

penegakan-hukum-protokol-kesehatan/ diakses pada 30 September 2020 Pukul 04:37 WIB.

6 https://news.detik.com/berita/d-5123477/komisi-ix-dpr-dukung-pelibatan-tni-polri-dalam-pengawasan-
protokol-kesehatan/1 diakses pada 30 September 2020 Pukul 04:49 WIB.
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https://news.detik.com/berita/d-5123477/komisi-ix-dpr-dukung-pelibatan-tni-polri-dalam-pengawasan-protokol-kesehatan/1
https://news.detik.com/berita/d-5123477/komisi-ix-dpr-dukung-pelibatan-tni-polri-dalam-pengawasan-protokol-kesehatan/1

dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di masa pandemi COVID-
19. Adapun manfaat dari penelitian ini selain mengetahui secara deskriptif-analitis
tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan negara
Indonesia juga dapat menjadi masukan untuk penilaian kebijakan pemerintah
khususnya di masa pandemi COVID-19 ini yang mana sepanjang pengetahuan
peneliti belum ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini
diberi judul: Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan
beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penilitian,
yaitu :

1. Apakah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dapat
menjadi dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimana ketepatan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas penegakan
protokol kesehatan di masa pandemi berdasarkan tugas pokok dan
fungsi yang dimiliki?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Merumuskan kepastian hukum terkait tugas pokok dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
kaitannya dengan tugas penegakan protokol kesehatan di masa
pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional,

2. Memberikan kritik dan saran terkait pelibatan Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam



penanganan pandemi COVID-19 khususnya penegakan protokol
kesehatan.
1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur atau langkah-
langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.” Adapun secara
spesifik, metode penelitian yang akan digunakan peneliti dijabarkan sebagai
berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif-analitis.
Penelitian deskriptif-analitis ialah penelitian yang menggambarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut
permasalahan.® Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melihat ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas
pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia serta protokol kesehatan. Selanjutnya, tugas pokok
dan fungsi tersebut akan dideskripsikan untuk dianalisis ketepatannya
dengan tugas penegakan protokol kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti ialah metode
pendekatan hukum yuridis normatif. Adapun metode pendekatan hukum
yuridis normatif ialah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum
terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan
kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada
prakteknya di lapangan.® Penelitian tersebut akan dilakukan dengan

sinkronisasi hukum yang bersifat deskriptif-analitis untuk melihat

7 Suryana, Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar
Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, tanpa him.
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, him.
35.
® Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 15.
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1.5

ketepatan antara tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Indonesia dan tugas penegakan protokol kesehatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah kepustakaan
berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam
penelitian. Selain itu pula, peneliti akan menggunakan berbagai buku dan
jurnal yang relevan dengan penelitian untuk mendukung bahan utama

apabila tidak ditemukan ketentuan yang mengatur.
4. Jenis Data dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dan teknik analisis data
kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam
bentuk angka. Adapun tujuannya ialah agar melaui penelitian ini dapat
ditemukan makna hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Manfaat Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran secara
deskriptif-analitis terkait tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan

permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat.
b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan kritik dan saran terhadap
kebijakan pemerintah di masa pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Kkhususnya mengenai penggunaan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan
sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan dalam penanganan
COVID-19.



1.6 Sistematika Penulisan
BAB |

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, metode penelitian, dan manfaat penelitian sebagai dasar

penelitian penulisan hukum ini.
BAB Il

Pada bab ini akan dibahas mengenai tugas pokok dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mendukung serta
teori peraturan kebijakan dalam kaitannya sebagai salah satu dasar hukum
pelibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.
BAB I

Pada bab ini akan dibahas mengenai Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai bencana nasional serta tindakan yang perlu dilakukan dalam
penanganan COVID-19 termasuk protokol kesehatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang

mendukung.
BAB IV

Bab ini berisi analisis mengenai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan ketepatan
pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara
tersebut dalam tugas penegakan protokol kesehatan serta dasar hukum

yang menjadi dasar pelibatan kedua institusi negara tersebut.
BAB V

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.
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